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A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, pukul 15.03 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU 2/2017) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018. 
Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 perwakilan 
DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 
 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 2/2017 dalam perkara Nomor 70/PUU-
XVI/2018 diajukan oleh Badan Hukum Publik Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi Provinsi (LPJKP) Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi sebagai Pemohon I 
sampai dengan Pemohon VIII, dan Perseorangan Ir. Azhari A Gani bersama 39 
orang lainnya sebagai Pemohon  IX sampai dengan Pemohon XLVII diwakili oleh 
kuasa hukumnya yaitu Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., dkk yang seluruhnya 
merupakan Advokat yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partners 
(MAP) Law Firm (selanjutnya disebut Para Pemohon).  
 
 

C. PASAL / AYAT UU 2/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 30 
ayat (2), (4), (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan (4), 
Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya, serta ayat (5) UU 2/2017 yang 
berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 30 
(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. 
(3) …  
(4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri 
melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan 
usaha terakreditasi. 

(5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada 
asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan: 
a. jumlah dan sebaran anggota; 
b. pemberdayaan kepada anggota; 
c. pemilihan pengurus secara demokratis; 
d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan 
e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan. 
 
Pasal 68  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja 

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 70 
(4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi 

oleh Menteri. 
 
Pasal 71 
(3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 
mendapat rekomendasi dari Menteri. 

(4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi 
Kompetensi Kerja. 

 
Pasal 77 
Dalam melaksanakan pembinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. 
 
Pasal 84 
(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri. 
(3) … 
(4) … 
(5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
Penjelasan Pasal 84 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi. 
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D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 30 ayat (2), (4), (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat 
(3) dan (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya, serta ayat (5) UU 
2/2017 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal Pasal 18 ayat (2), 
Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945 
karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 
konstitusional Para Pemohon. 
 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian pasal-pasal a quo UU 2/2017 dalam permohonan a 
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.11.1]  Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 

30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai 
sertifikasi badan usaha….. 

 
Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan 

ayat (5) UU 2/2017 tidak menyebabkan wewenang daerah dalam 
mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi 
kewenangan daerah otonom terambil atau terkurangi. Justru daerah 
diberikan keleluasaan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 untuk 
menyelenggarakan urusan tersebut seluas-luasnya sesuai dengan 
kondisi riil daerah. Oleh karenanya, tidak ada persoalan 
konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 
2/2017 terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Dengan 
adanya kejelasan proses mendapatkan Sertifikat Badan Usaha 
sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2017 justru semakin menjamin 
kepastian, baik bagi badan usaha jasa konstruksi yang akan 
menyelenggarakan jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi 
karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang banyak. Dengan 
demikian, tidaklah beralasan dalil para Pemohon yang 
mempertentangkan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para 
Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 

 
[3.11.2]  Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 

68 ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai klasifikasi dan 
kualifikasi…. 

  
Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan 
hukum Mahkamah pada paragraf sebelumnya yang esensinya adalah 
setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan mengerjakan jasa 
konstruksi harus ada pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan 
kualifikasi usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha jasa 
konstruksi. Adanya klasifikasi ini merupakan tuntutan global yang 
sejalan dengan salah satu maksud perlunya perubahan UU Jasa 
Konstruksi untuk mengikuti perkembangan global sehingga badan usaha 
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jasa konstruksi di Indonesia semakin memiliki daya saing. Para 
Pemohon khawatir jika adanya peraturan menteri yang mengatur lebih 
lanjut klasifikasi tenaga kerja konstruksi akan menyebabkan LPJKP yang 
dibentuk dengan melaksanakan tugas, antara lain, melakukan registrasi 
tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan 
sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja [vide Pasal 28 ayat (1) huruf 
c PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi (PP 28/2000)] akan kehilangan tugas dimaksud sehingga 
menurut anggapan para Pemohon akan juga kehilangan hak untuk 
bekerja. Konsekuensi diberlakukannya suatu Undang-Undang yang baru, 
in casu UU 2/2017, dengan sendirinya dibutuhkan berbagai peraturan 
pelaksanaan, termasuk peraturan pelaksanaan teknisnya. Namun 
Ketentuan Penutup UU 2/2017 telah menentukan bahwa semua 
peraturan pelaksanaan dari UU 18/1999 masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan UU 2/2017 [vide Pasal 104 huruf a UU 
2/2017]. Dengan demikian, peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan 
oleh para Pemohon tidak lain adalah PP 28/2000 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 4/2010) sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemeritah Nomor 28 Tahun 
2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 
92/2010) karena peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan 
dalam UU 2/2017 belum ditetapkan. Jikalaupun nantinya terdapat 
persoalan terhadap substansi norma peraturan pelaksanaan dari Pasal 
68 UU 2/2017, peraturan demikian bukanlah merupakan kewenangan 
Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan 
antara norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum; 
 

[3.11.3] Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma 
Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2017 yang 
mengatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja…. 

  
Mahkamah menegaskan kembali bahwa sub-urusan provinsi dalam 
bidang jasa konstruksi yang telah ditetapkan dalam Lampiran C UU 
23/2014 meliputi urusan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli 
konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 
cakupan daerah provinsi. 
Dengan berlakunya UU 2/2017 tidak ada sub-urusan jasa konstruksi 
yang telah ditentukan dalam UU 23/2014 yang dikurangi dengan 
berlakunya UU 2/2017. Bahkan UU 2/2017 mempertegas sub-urusan 
tersebut [vide Pasal 7 UU 2/2017]. Lebih dari itu, justru dengan 
berlakunya UU a quo kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat di daerah ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal UU 
2/2017 sebagai berikut: 
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1. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kemampuan 
dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional gubernur memiliki 
kewenangan: 
a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi 
b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha 

nasional; 
c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di 

provinsi; 
d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di 

provinsi; dan 
e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di 

provinsi 
f.   dengan badan usaha dari luar provinsi. 
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf a juncto Pasal 6 ayat (1) UU 2/2017] 
 

2. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terciptanya iklim usaha 
yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, 
persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan 
kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, gubernur 
memiliki kewenangan: 
a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 
b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan 
c. menyelenggarakan   pengawasan   tertib   penyelenggaraan   dan   

tertib 
d. pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi 
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf b juncto Pasal 6 ayat (2) UU 2/2017] 

 
3. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terselenggaranya Jasa 

Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, 
kesehatan, dan keberlanjutan, gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan 
pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, 
dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan 
menengah [vide Pasal 4 ayat (1) huruf c juncto Pasal 6 ayat (3) UU 
2/2017]. 

 
4. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kompetensi, 

profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki 
kewenangan menyelenggarakan pengawasan: a) sistem Sertifikasi 
Kompetensi Kerja; b). pelatihan tenaga kerja konstruksi, dan c) upah 
tenaga kerja konstruksi [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d juncto Pasal 6 
ayat (4) UU 2/2017]. 

 
5. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kualitas 

penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi 
konstruksi dalam negeri gubernur memiliki kewenangan: 
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a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, 
dan teknologi konstruksi; 

b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan 
pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku 
kepentingan Jasa Konstruksi; 

c. mernfasilitasi pengembangan teknologi prioritas; 
d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber material konstruksi; dan 
e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan 

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. 
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf e juncto Pasal 6 ayat (5) UU 2/2017] 
 

6. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya partisipasi 
masyarakat jasa konstruksi gubernur memiliki kewenangan: 
a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi 

provinsi; 
b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang 

berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan 
penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan 

c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang 
berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan 
Bangunan 

[vide Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 6 ayat (6) UU 2/2017] 
 

7. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas tersedianya sistem 
informasi jasa konstruksi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi 
jasa konstruksi di provinsi. 
[vide Pasal 6 ayat (7) UU 2/2017].  

 
Sementara itu, untuk kewenangan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai 
dengan yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014 [vide Pasal 8 UU 
2/2017]. 
 

Dengan demikian, setelah membaca dengan saksama 
pengaturan mengenai kewenangan gubernur dan kewenangan 
bupati/walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa 
konstruksi adalah tidak relevan dipersoalkan karena UU 2/2017 sama 
sekali tidak menghilangkan kewenangan daerah mengatur dan 
mengurus sub-urusan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU 
23/2014. Sebaliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UU 
2/2017 justru memperkuat kewenangan daerah yang terkait dengan 
penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon 
yang mempertentangkan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) serta 
ayat (4) UU 2/2017 dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 
tidaklah beralasan menurut hukum; 
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[3.11.4]  Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 
77 UU 2/2017 yang mengatur mengenai keikutsertaan masyarakat jasa 
konstruksi yang selengkapnya Pasal 77 menyatakan bahwa “dalam 
melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
Pemerintah Pusat dapat mengikusertakan masyarakat jasa konstruksi”. 
Sebagaimana didalilkan para Pemohon, ketentuan pasal a quo 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

  
Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi 

Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal a quo bukan norma yang 
berdiri sendiri tetapi harus dipahami bersamaan dengan norma pasal 
lain yang dirujuk yaitu Pasal 76 UU 2/2017 yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang sejatinya merupakan 
kewenangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan jasa konstruksi 
merupakan bagian dari fungsi pemerintahan sehingga wajar jika 
pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan atas pelaksanaan 
urusan tersebut. Pembinaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk 
mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraannya 
dalam sistem jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah 
pusat menetapkan kebijakan pengembangan jasa kontruksi nasional 
secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di 
lapangan [vide Penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf a UU 2/2017]. Namun 
demikian, dalam pelaksanaan pembinaan tidak sepenuhnya dilakukan 
langsung oleh pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintahan 
daerah. Dalam konteks pembinaan ini gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat di daerah diberi kewenangan membuat pedoman 
teknis atas pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah 
provinsi, menyelenggarakan kebijakan jasa konstruksi yang berdampak 
lintas kabupaten/kota, memantau dan mengevaluasi, serta melakukan 
pemberdayaan daerah kabupaten/kota sesuai dengan sub-urusan jasa 
konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sementara itu, 
pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan melakukan 
pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan skala dampak jasa konstruksi 
di wilayah kabupaten/kota. 

 
Dengan dirumuskannya kata “dapat” dalam Pasal 77 UU  2/2017 

tidak menyebabkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat jasa 
konstruksi dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana 
didalilkan para Pemohon. Kata “dapat” dalam norma Pasal 77 UU 2/2017 
tidaklah mengandung ketidakpastian hukum karena hakikat norma 
dapat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Sehingga dalam 
konteks norma a quo, hakikat yang terkandung di dalamnya adalah 
norma yang mengandung kebolehan. Persoalannya kemudian, mengapa 
dalam konteks pembinaan diatur dengan norma kebolehan. Hal tersebut 
tidak lain karena pembinaan merupakan ranah kewenangan 
pemerintah, sehingga apabila dalam hal-hal tertentu pemerintah 
memandang perlu adanya keterlibatan masyarakat jasa konstruksi, hal 
demikian diatur dalam Pasal 77 UU 2/2017. 
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Berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah ternyata dalil para 

Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 
 

[3.11.5] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 
84 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang 
mengatur mengenai partisipasi masyarakat….. 
 
1. Terhadap dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 84 ayat 

(2) UU 2/2017 dan Penjelasannya, Mahkamah perlu menegaskan 
bahwa UU 23/2014 sebagai Undang-Undang organik Pasal 18 UUD 
1945 telah menetapkan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi 
antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah 
dalam Paragraf [3.11.3] jika disandingkan pengaturan sub-urusan jasa 
konstruksi antara UU 23/2014 dengan UU 2/2017, khususnya Pasal 5 
sampai dengan Pasal 8, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU 
2/2017 yang mengurangi urusan pemerintahan konkuren daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam UU 
23/2014. Justru UU 2/2017 menambahkan kewenangan gubernur 
untuk melaksanakan kewenangan pusat di wilayah provinsi 
sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf 
tersebut di atas. UU 2/2017 juga menegaskan kembali kewenangan 
daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, menjadi hak daerah untuk 
mengatur dan mengurus segala hal ihwal urusan pemerintahan 
konkuren yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan jasa 
konstruksi. Oleh karena itu, tidaklah beralasan jika para Pemohon 
mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dengan Pasal 
18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Lebih tidak tepat lagi jika para 
Pemohon mempertentangkan norma pasal a quo dengan Pasal 18 ayat 
(2) dan ayat (5) UUD 1945 dengan dalil bahwa adanya norma a quo 
telah menghilangkan eksistensi LPJKP yang selama ini dibentuk oleh 
UU 18/1999 serta menciptakan birokratisasi dan sentralisasi. Dalam 
konteks ini penting bagi Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: Pertama, LPJKP bukan merupakan bagian dari satuan 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
konkuren daerah, sehingga LPJKP juga tidak mempunyai hak untuk 
mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi karena hak 
tersebut hanya diberikan kepada pemerintahan daerah yang akan 
diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum daerah. Produk-
produk hukum daerah inilah yang akan mengatur sub-urusan yang 
harus mengacu tidak hanya pada UU 23/2014 tetapi 
juga UU 2/2017 beserta peraturan pelaksanaannya supaya 
tercipta sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Kedua, LPJKP dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yang saat ini 
Undang-Undang tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU 
2/2017. Berlakunya ketentuan hukum baru mengenai 
penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 2/2017 karena ketentuan 
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hukum lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tantangan 
ke depan yang harus dihadapi pelaku usaha jasa konstruksi. Oleh 
karenanya, UU 2/2017 mempertegas keterlibatan pihak-pihak atau 
stakeholders dalam penyelenggaraan jasa konstruksi supaya tujuan 
yang telah diatur dalam Pasal 3 UU 2/2017 dapat tercapai, salah 
satunya adalah dengan melibatkan masyarakat jasa konstruksi untuk 
menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Dalam 
Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU 2/2017 dijelaskan maksud 
“penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat” antara 
lain: 

 
registrasi badan usaha jasa konstruksi, akreditasi bagi asosiasi 
perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa 
konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai 
ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi 
kegagalan bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi 
bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi 
pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan 
aan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga 
kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk 
melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum 
dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh 
asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan. 

 
Bertolak dari penjelasan tersebut telah ternyata tidak ada 
relevansinya dalil para Pemohon mengenai adanya sentralisasi di 
tangan menteri. Karena sentralisasi tersebut pasti akan terkait 
dengan penyelenggaraan kewenangan hanya oleh satu-satunya atau 
terpusat di tangan satu orang. Sementara itu, dalam ketentuan UU 
2/2017 kewenangan tersebut justru dilaksanakan tidak hanya oleh 
menteri tetapi melibatkan atau mengikutsertakan stakeholders jasa 
konstruksi. Terlebih-lebih ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 
esensinya menentukan bahwa keikutsertaan masyarakat jasa 
konstruksi tersebut dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk 
oleh menteri. Lembaga dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa 
konstruksi (LPJK) [vide Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017]. 
Selain itu, unsur pengurus LPJK ini tidak ditentukan oleh menteri 
semata tetapi diusulkan dari berbagai kalangan yang dapat berasal 
dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi, asosiasi 
profesi yang terakreditasi, institusi pengguna jasa konstruksi yang 
memenuhi kriteria dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi 
kriteria. Lebih dari itu, UU 2/2017 juga menghendaki agar pengurus 
LPJK dapat diusulkan dari asosiasi yang terkait dengan rantai pasok 
konstruksi yang terakreditasi. Dimasukkannya unsur rantai pasok 
konstruksi dalam rangka ikut menjamin kecukupan dan 
keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi. Usaha rantai pasok 
sumber daya konstruksi, antara lain, usaha pemasok bahan bangunan, 
usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi 
konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia [vide 
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Penjelasan Pasal 17 UU 2/2017]. Dengan diikutsertakannya unsur-
unsur yang beragam yang mencerminkan masyarakat jasa konstruksi 
dalam pengurusan LPJK maka sangat sulit untuk dapat menyatakan 
bahwa ketentuan proses penetapan pengurus LPJK adalah birokratis 
sebagaimana dalil para Pemohon. 

 
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tidaklah beralasan 

dalil para pemohon yang meminta agar Mahkamah memaknai Pasal 
84 ayat (2) UU 2/2017 menjadi “Keikutsertaan masyarakat Jasa 
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di 
tingkat Provinsi”. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

 
2. Sementara itu, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas 

norma Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 karena menurut para Pemohon 
norma a quo bersifat birokratis dan resentralistik dalam 
pembentukan lembaga, in casu, LPJK sehingga bertentangan dengan 
prinsip otonomi yang seluas-luasnya (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat 
(5) UUD 1945). Di samping itu, kekhawatiran para Pemohon dengan 
adanya campur tangan dari menteri dalam pembentukan sebuah 
lembaga (LPJK) akan menyebabkan berkurang atau hilangnya 
kemandirian LPJK. Terhadap kekhawatiran para Pemohon tersebut, 
setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah berpendapat norma 
yang termuat dalam Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah mengatur 
tentang tata cara pembentukan pengurus tingkat pusat pada lembaga 
jasa konstruksi yang penekanannya pada partisipasi masyarakat, 
bukan pada tata cara pembentukan lembaganya. Hal tersebut dapat 
dilihat dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang 
menyatakan, "Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan 
calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus 
lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri". Penjelasan tersebut lebih 
menekankan pada pengisian anggota pengurus tingkat pusat bukan 
pada pembentukan lembaga jasa konstruksi tingkat nasional 
sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Apalagi para Pemohon 
tidak memberikan alasan yang jelas yang menjadi dasar pengujian 
persoalan inkonstitusionalitas norma pasal tersebut. Oleh karena itu 
dalil permohonan para Pemohon a quo adalah kabur. 
 

[3.12]  Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon IX sampai 
dengan Pemohon XLVII belum dipertimbangkan maka selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon IX 
sampai dengan Pemohon XLVII tersebut. Menurut anggapan para 
Pemohon Ketentuan Peralihan Pasal 103 UU 2/2017 yang esensinya 
menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan 
registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan 
terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak 
cukup memberikan jaminan kepastian bekerja para Pemohon pada 
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LPJKP. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, sebagaimana telah 
dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa UU 2/2017 tidak 
menghilangkan keberadaan lembaga pengembangan jasa kontruksi. 
Terlebih lagi dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dinyatakan 
bahwa lembaga yang dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa 
konstruksi. Apalagi jika dikaitkan dengan pembentukan LPJKP, tugas 
sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi 
adalah hanya sebagian dari tugas LPJKP. Selain itu masih ada tugas-tugas 
yang lain di antaranya melakukan pendidikan dan pelatihan serta 
penelitian pengembangan jasa konstruksi. Perubahan pada materi 
muatan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dalam UU 2/2017 
tidak untuk menghapus lembaga, in casu LPJKP. Sepanjang LPJKP 
menyesuaikan dengan perubahan muatan UU 2/2017 maka LPJKP tetap 
ada. Oleh karena itu anggapan Pemohon IX sampai dengan Pemohon 
XLVII perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialami dengan 
berlakunya UU 2/2017 adalah tidak terbukti. Terlebih lagi hingga saat 
ini para Pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan pekerjaan 
atau jabatannya dengan berlakunya UU 2/2017. Oleh karena itu, 
berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon IX sampai dengan 
Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 

 
[3.13]  Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, 

Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan 
norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 
ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan 
Penjelasannya UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak 
beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon 
terhadap Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur. 

 
 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII 

berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), 
Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan 
Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018). 

2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon 
VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) 
tidak dapat diterima. 

3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon 
VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima. 
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G.  PENUTUP 
Bahwa dengan Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat 
(tidak ada upaya hukum lain yang dapat di tempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap 
orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam perkara 70/PUU-XVI/2018 yang menyatakan: 
 Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII 

berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), 
Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan 
Penjelasannya UU 2/2017 

 Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon 
VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 tidak dapat diterima dan  

 Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon 
VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima; 

mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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